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TALIWANG
Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang : a.
b.
Mengingat  : 1.
2.
3.

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah, maka perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat tentang Indikator

Kinerja Utama;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



10.

11.

12.

13.

14.

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012

tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 48 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 - 2021

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum  dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan,
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta
melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan
disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada Tanggal, 13 Februari 2018

KEPALA DINAS P2KBP3A

eg

MUHAMMMAD SUHARNO, S. Sos
NIP. 19681110 199803 1 014
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SUMBAWA BARAT PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JIn. Undru No. Ling. Kuang Kec. Taliwang dp2kbp3a sumbawabarat@gmail.com

TALIWANG

Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 009 TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang

o

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah, maka perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat tentang Indikator

Kinerja Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012

tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2016-2021,;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2016
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 48 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 - 2021

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum  dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan,
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta
melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan
disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada Tanggal, 13 Februari 2018

KEPALA DINAS P2KBP3A

//

MUHﬂ/lMMAD SUHARNO, S. Sos
NIP. 19681110 199803 1 014
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program
dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan
taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut
lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif
bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga
proses evaluasi . Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang
baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam
penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme,
transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap

menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas
kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja
untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil
dicapai yang kemudian berjalan efektif, efisien dan optimal maka
ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi
prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk
penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi
organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang

dalam RPJMD, RENSTRA, maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum
penetapan indikator kerja utama di lingkungan instansi pemerintah,
pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan
pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah
yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan

menetapkan indikator kinerja utama.
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1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penentuan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

anak Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan

tujuan :

1.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara
baik;

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana
kerja pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44567);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Tudebator Rinerja Utama DPERE P54 Rab. Sumbawa Barar 2016 — 2021 7



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri
Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah
dengan Peraturan President Nomor 94 Tahun 2006 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

Instruksi President Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.
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2.1.

2.2.

BAB 1II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau
instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama
sebagai suatu proiritas program dan kegiatan yang mengacu pada
sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon
II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator

keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik
dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:
1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan

diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable
Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang

bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable
Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan

datanya oleh organisasi.
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4. Relevant
Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang
menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/ kegagalan)

yang akan di ukur.

5. Timelines
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja
yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat
mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari

terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator Kinerja utama hendaknya

mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Adanya keselasaran dan mengacu pada Dokumen RPJMD,
RENSTRA dan Kebijakan Umum

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD

3. Kebutuhan  informasi kinerja  untuk  menyelenggarakan
Akuntabilitas Kinerja

4. Kebutuhan statistik pemerintah

5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
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BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1. Tujuan

Tujuan Strategis dijabarkan untuk mewujudkan Tujuan dan
Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan guna
menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 4
(empat) tahun kedepan. Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
selama tahun 2018 s/d 2021 yaitu:

Tujuan :
1) Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga yang Mandiri

2) Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima

3.2. Sasaran

Sasaran :
1) Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD
2) Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
3) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Perempuan dan Anak

4) Meningkatnya Pelayanan Internal

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumbawa Barat akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator
kinerja masing —masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan
sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
ditetapkan.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah diantarannya :
1. Kepala Dinas
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumbawa Barat mempunyai tugas melaksanakan dukungan
teknis operasional dan administrasi pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam tugas dan wewenangnya, serta
pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaimana
tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan Fungsi :

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang
Pengendalian Penduduk, Ketahanan Kesejahteraan dan
Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

b. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan KB sejalan
dengan kebijakan Program Penyuluhan Provinsi dan Nasional.

c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.

e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah dibidang

pengendalian pendududk, ketahanan kesejateraan keluarga
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dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilingkungan Dinas
P2KBP3A.

g. Pembinaan terhadap urusan ketatausahaan dinas.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas Dalam melaksanakan tugasnya Kepala
Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam
lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun
dengan unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam memimpin dan
mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

2. Sekretaris.

a. Tugas Pokok
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian,
administrasi dan umum.

b. Fungsi
a) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan Program.
b) Pelaksanaan pengelolaan dan administrasi Keuangan.

c) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan.
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d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan
administrasi perkantoran.
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
f) Penyerapan data  ststistik dan  pelaporan  hasil
pembangunan Dinas P2KBP3A
1. Subbagian Umum dan kepegawaian
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang
meliputi kepegawaian, keuangan,kearsipan,rumah tangga
dan perlengkapan.
b. Fungsi/Rincian tugas
a) Menyusun rencana dan program kerja subbagian.
b) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
c) Melaksanakan pengelolaan urusan tata wusaha dan
kearsipan.
d) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan.
e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan subbagian.
f) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keungan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan administrasi keungan.
b. Rincian tugas
a) Menyusun rencana dan program kerja subbagian.
b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
belanja rutin maupun pegawai.
c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
pelaporan keuangan.
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian koordinasi penyusunan program
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a. Tugas pokok
Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan
Dinas.
b. Rincian tugas
a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan
dinas serta rencana biaya pada masing-masing kegiatan.
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program
perencanaan kegiatan Dinas.
c) Menghimpun dan mengelolah data dalam rangka
penyusunan program dan kegiatan Dinas.
d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan.
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk,
sistem informasi keluarga, Advokasi dan KIE.

b. Pelaksanaan NSPK dibidang Pengendalian Penduduk dan sistem
informasi keluarga.

c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian
Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan PKB/PLKB.

e. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga
berencana.

f.  Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian penduduk.

g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk di Kabupaten.

h. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang
pengendalian penduduk, Advokasi dan Pergerakan serta

Pendayagunaan PKB/PLKB.
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k.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga berencana, penyuluhan,
advokasi dan pergerakan serta pendayagunaan PKB/PLKB.
Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk, Advokasi dan Pergerakan serta Pendayagunaan
PKB/PLKB.

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas

Penyiapan bahan pembinaan.
Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
Penyiapan norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan.

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas

Penyiapkan bahan pembinaan.
Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana

mempunyai tugas

a.
b.

Penyiapan bahan pembinaan.
Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi

KB.

II. Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera

1. Melaksanakan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Keluarga

Sejahtera.
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2. Mengkoordinir semua kegiatan di Bidang Ketahanan Keluarga

Sejahtera.

3. Memberikan arahan kepada Seksi untuk Pelaksanaan Program

kegiatan di Bidang
4. Ketahanan Keluarga Sejahtera.

5. Mengevaluasi Kerja Bawahan

Kepala Seksi Jaminan Ber KB

1.

2.

Melaksanakan Fasiitas Pelayananan Keuarga Berencana.

Memastikan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALKON) di

Fasiitas Kesehatan Keluarga Berencana.

Melaksanakan Pelayanan di Wilayah dan Sasaran Khusus untuk

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Melaksanakan Pelayanan Momentum Khususnya Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP)

Berkoordinasi dengan Bidang keluarga Berencana Perwakilan BKKBN
Provinsi NTB khususnya ke Sub,Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga

Berencana.

Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ber KB

1.

Melaksanakan Pelayananan Penanggulangan Komplikasi / Efek

samping dan Kegagalan ber KB.

Melaksanakan pemantauan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat

Lapangan.

Memberikan Bimbingan Teknis dan Fasilitas keberlangsungan dan

Kesejahteraan ber KB.
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4. memberikan Bimbingan Teknis tentang Kesehatan Reproduksi

5. Melakuka Evaluasi Pembinaan dan Kesejahteraan Ber KB.

Kepala Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

1. Melaksanakan Pemilihan Duta Mahasiswa di Tingkat Kabupaten.
2. Melakukan Pendampingan Duta Mahasiswa ke Tingkat Provinsi.

Melakukan Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Kelompok TRIBINA dan
(UPPKS)

Melaksanakan Lomba-lomba TRIBINA,UPPKS DAN PIK-R/M di
Tingkat Kabupaten

5. Merekap Jumlah Kelompok TRIBINA,UPPKS dan PIK-R/M.

III. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Seksi Pemberdayaan Perempuan
Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

1. Menyusun dan melaksanakan program / kegiatan perlindungan
permpuan.

2. Melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan perempuan.

3. Melaksanaan koordinasi , singkronisasi, fasilitasi pelaksanaan
program/kegiatan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-
hak perempuan.

4. Melaksanakan dan memfasilitasi ketersediaan data kekerasan
perempuan.

5. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, lembaga perlindungan
perempuan.

6. Melaksanakan, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan
seksi perlindungan hak-hak perempuan.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor
sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Kepala Seksi perlindungan anak
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. Menyusun dan melaksanakan program / kegiatan perlindungan

Anak.

2. Melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan Anak.

3. Melaksanaan koordinasi , singkronisasi, fasilitasi pelaksanaan

program/kegiatan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-
hak Anak.

. Melaksanakan dan memfasilitasi ketersediaan data kekerasan

Anak.

5. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, lembaga perlindungan Anak.

6. Melaksanakan, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan

seksi perlindungan hak-hak Anak.

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

1.

Menyusun dan melaksanakan program / kegiatan perlindungan

Anak.

. Melaksanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di

bidang Pemberdayaan Perempuan.
Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan.

. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan

di bidang pemberdayaan perempuan.

. Melaksanakan koordinasi, pemantantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan

perempuan.

. Melaksanakan, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan

seksi pemberdayaan perempuan.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor

sesuai dengan bidang dan tugasnya.

3.4. Tujuan, Sasaran, arah dan Kebijakan

Strategi :
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Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan adalah

sebagai berikut :

a o W N =

8.
9.

. Memaksimalkan kinerja seluruh SDM berbasis sistem.

. Membangun budaya kerja.

. Mengembangkan pola pengelolaan program KB yang terintegrasi.
. Menekan pertumbuhan penduduk.

. Menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, sehingga

umur harapan hidup meningkat.

. Meningkatkan partisifasi perempuan (kesetaraan gender) dalam

pembangunan.

. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari tindak

kekerasan.
Membangun citra paradigma Keluarga Berencana.

Meningkatkan jejaring kerja (Networking).

10. Menjalin koordinasi dan sinergitas dengan berbagai Pihak terkait

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD maka

variabel - variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

© © N o O bk~ w0 DR

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Kebijakan

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target

Program

Kegiatan

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi

dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Barat adalah sebagai berikut:
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Sasaran 1

Strategi 1.

Sasaran 2

Strategi 2.1

Strategi 2.2

Strategi 2.3

Strategi 2.3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD

Peningkatan kualitas pelayanan Internal

Arah Kebijakan :

Penyusunan kebijakan dinas dalam upaya Peningkatan
Pelayanan Internal

Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub
PPKBD
Menekan pertumbuhan penduduk dan Peningkatan

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui
KIE

Arah Kebijakan :

Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya
pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan

Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya
pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan

Arah Kebijakan :

Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi
sesuai kebutuhan masyarakat

Membangun citra paradigma Keluarga Berencana
Arah Kebijakan :
Meningkatkan Pengolahan dan Pendataan KB.

Meningkatkan jejaring kerja (Networking).

Arah Kebijakan :

Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi di
masyarakat.
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Sasaran 2

Strategi 2.1

Strategi 2.2

Sasaran 3

Strategi 3.1

Strategi 3.2

Strategi 3.3

Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Arah Kebijakan :

Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

Peningkatan kualitas pelayanan KB

Arah Kebijakan :
Meningkatkan pelayanan KB

Meningkatnya  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Perempuan dan Anak

Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah
daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa
tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender
dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring
PUG;

Arah Kebijakan:

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan
fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai
regulasi dan kebijakan PUG;

Memperkuat lembaga/jejaring PUG;

Arah Kebijakan:

Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender;
Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan
program, kegiatan dan anggaran yang responsif

gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG); -

Arah Kebijakan :

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah;
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Strategi 3.4

Strategi 3.5

Strategi 3.6

Strategi 3.7

Strategi 3.8

Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan
pemanfaatan data pilah gender

Arah Kebijakan :
pendampingan implementasi PPRG.

Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan
politik dan sosial budaya;

Arah Kebijakan :

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan
fokus pada:

Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan
kebijakan PUG;

Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui
pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat

Arah Kebijakan:

Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan
pembangunan; dan  Peningkatan = keberdayaan
perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.

Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Arah Kebijakan :

Peningkatan  pencegahan terjadinya kekerasan
terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Memperkuat mekanisme kerjasama antara
pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga
layanan, masyarakat dan dunia wusaha dalam
penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan

Arah Kebijakan :

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan
korban kekerasan dan perdagangan orang dengan
fokus pada penanganan wilayah on the spot,
penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan
dan sarana prasarana yang memadai untuk
menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
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Strategi 3.9

Strategi 3.10

Strategi 3.11

Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan
mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan
pemenuhan hak anak.

Arah Kebijakan :

Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan
pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan
penyediaan berbagai regulasi, kebijakan,
pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan
pemenuhan sarana dan prasarana penunjang
Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan
mengharmonisasikan berbagai kebijakan
perlindungan khusus anak.

Arah Kebijakan :

Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus
pada peningkatan koordinasi dan implementasi
kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan
anak korban kekerasan, yang mencakup layanan
pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan,
reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

Arah Kebijakan :

Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia
layanan  perlindungan  khusus anak  dalam
penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi,
sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan
Perlindungan anak
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BAB 1V
PENUTUP

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2007 . tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (I K U ) bahwa setiap wunit kerja wajib
melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan kehandalan
informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai
parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD

dan Renstra masing masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumbawa Barat 2016-2021 merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran
strategi yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR FORMULA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja internal SKPD - L Realisasi anggaran berdasarkan alokasi
Realisasi Anggaran Jumlah Realisasi Keuangan 100 anggaran pada DPA/DPPA SKPD DP2KBP3A
Jumlah Anggaran

. AT Kategori penilaian Sakip (AA > 85-100) (A > 75-
Nilai SAKIP Kat Nilai SAKIP DP2KBP3A

rat ategort ral 85) (B > 65-75) (CC > 50-65) (C > 30-50)(D = 0-30)

ini i i Jumlah Bulan layanan ibagi
Cakupan admlnlstrgy sesuai pelayanan 100 Jumlah Pelayanan dalam sebulan dibagi dengan DP2KBP3A
prima penganggaran
Jumlah Bulan Penganggaran
Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan Jumlah sarana & prasarana dalam kondisi baik Jumlah sarana & prasarana dalam kondisi baik
100 L DP2KBP3A
prasarana perkantoran dibagi jumlah kebutuhan kantor
jumlah kebutuhan kantor
i Jumlah laporan yang disusun tepat waktu
Tlngkat.kete.pata.n waktu pelaporan 100 pelaporan capaian kinerja tepat waktu DP2KBP3A
capaian kinerja dan keuangan
jumlah laporan yang harus disusun
Jumlah laporan yang disusun tepat waktu

Tingkat Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan yang disusun tepat waktu dibagi
100 . . - DP2KBP3A

Keuangan Jumlah laporan yang harus disusun jumlah laporan yang harus disusun di kalikan 100

jumlah dokumen Keuangan
Tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan 100 Jumlah dokumen Keyangan dibagi jumlah DP2KBP3A
Perangkat Daerah Anggaran di kalikan 100
jumlah Anggaran

Tinekat capaian perencanaan program dan Jumlah kegiatan yang direalisasikan dibagi jumlah DP2KBP3A

s P P prog Jumlah kegiatan yang direalisasikan 100 kegiatan yang direncanakan pada renstra SKPD

kegiatan

Jumlah kegiatan yang direncanakan pada renstra SKPD

dikalikan 100
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Meningkatnya Pelayanan
PKB/PLKB, PPKBD dan Sub

Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan

Jumlah Wilayah layanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub

PPKBD 100 Jumlah wilayah layanan PKB/PLKB, PPKBD dan DP2KBP3A
PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD PPKBD Sub PPKBD dibagi dengan Total Jumlah Desa
Total Jumlah Desa/Kelurahan Kelurahan di kalikan 100
Jumlah PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD yang Telah
Tingkat pemenuhan sarana PLKB, PPKBD terpenuhi sarana dan Prasarana dibagi dengan
! lah PKB/PLKB, PPKBD PPKBD Telah 1 DP2KBP3A
dan Sub PPKBD Jumlah PKB/PLKB, PPKBD dan Sub yang Tela 0o Jumlah PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD 3
terpenuhi sarana dan Prasarana L
dikalikan 100
Jumlah PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD
. . . . : Jumlah dokumen data yang tersedia dibagi
Tingkat ket dian data d f Jumlah dokumen data yang tersedia
ingka ek:ii ;ageanaca:Z informast yome 100 dengan jumlah kebutuhan data keluarga DP2KBP3A
& berencana di kalikan 100
Jumlah kebutuhan data keluarga berencana
Jumlah Penduduk yang paham tentang KB di bagi
Tingkat Pemahaman Ber KB Jumlah Penduduk yang paham tentang KB 100 dengan jumlah penduduk yang ber KB di kalikan DP2KBP3A
100
Jumlah penduduk yang ber KB
Meningkatnya ketahanan dan Jumlah Pasangan Usia Subur yang bukan
kesejahteraan Keluarga Unmet Need KB Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda 100 peserta KB, ingin anak ditunda atau tidak ingin DP2KBP3A
atau tidak ingin anak lagi anak lagi dibagi dengan total PUS dikalikan 100
total PUS
Persentase desa/kelurahan yang memiliki
Tribina Keluarga Berencana Jumlah Desa Yang memiliki Tribina Keluarga
Jumlah Desa Yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 100 Berencana dibagi dengan jumlah desa kelurahan DP2KBP3A
- dikalikan 100
jumlah desa kelurahan
Cakupan Pelayanan KB Jumlah akseptor yang terlayani
Jumlah akseptor yang terlayani dibagi dengan
Jumlah total akseptor
P 100 jumlah total akseptor dikalikan 100 DP2KBP3A
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang paham
Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang paham tentang 100 tentang KeIansung.an Ber—KB.dlbalng| dengan DP2KBP3A
Kelansungan Ber-KB Kelansungan Ber-KB Jumlah Pasangan U5|a1(5)l8bur di Kalikan dengan
Jumlah Pasangan Usia Subur
Meningkatnya Pemberdayaan DP2KBP3A
Perempuan dan Perlindungan Jumlah Perempuan dalam pemerintahan daerah Jumlah Perempuan dalam pemerintahan daerah
Perempuan dan Anak Tingkat pemberdayaan perempuan 100 dibagi dengan total Jumlah aparatur dikalikan

total Jumlah aparatur

100
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Tingkat kekerasan terhadap perempuan

dan anak i X Jumlah Kekerasan tahun ke n dikurangi tahun ke
Jumlah Kekerasan tahun ke n dikurangi tahun ke n-1 100 n-1 dibagi tahun ke n-1 di kalikan 100 DP2KBP3A
tahun ke n-1 di kalikan 100
Cakupan Pemberdayaan Kelompok Usaha . Jumlah Kelompok Usaha perempuan yang terbina
Perempuan Jumlah Kelompok Usaha perempuan yang terbina 100 dibagi dengan Jumlah Kelompok Usaha dikalikan DP2KBP3A
Jumlah Kelompok Usaha 100
) . . Jumlah Kasus kekerasan yang ditangani dibagi
Tingkat penangan kasus kekerasan Jumlah Kasus kekerasan yang ditangani 100 dengan jumlah total kasus perempuan dikalikan DP2KBP3A
terhadap perempuan
100
Jumlah total kasus perempuan
) Jumlah pendampingan Anak dibagi dengan
Cakupan Perlindungan Anak Jumlah pendampingan Anak 100 | jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak di kalikan DP2KBP3A

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak

100

Taliwang, 12 Februari 2018

Kepala Dinas P2KBP3A

Kabupaten Sumbawa Barat

-~

Muhammad Suharno, S.Sos

Nip. 19681110 199803 1 014
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